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Abstract: Companies interact with various stakeholders in conducting their business activities, including 

directors/management, controlling and non-controlling shareholders, the government, employees, and the 

community. Resources are not limited to financial capital derived from shareholders or creditors, but also include 

intellectual capital and labor skills, regulatory capital, public services and infrastructure provided by the 

government, natural resource capital, and social capital from society. Corporate governance is a system of 

relationships among parties with an interest in a company or organization.In the implementation of Good 

Corporate Governance (GCG) in the banking sector, it is essential for banks to carry out a careful and phased 

approach based on an analysis of the bank’s conditions and level of readiness, so that GCG implementation can 

run smoothly and gain support from all elements within the bank. The Indonesian banking GCG guidelines explain 

that the regulation and implementation of GCG require strong commitment from top management and all 

organizational levels. Implementation begins with the establishment of basic policies (strategic policies) and a 

code of ethics that must be adhered to by all parties within the company.In the banking industry, risk refers to 

events with predictable and unpredictable potential that may negatively impact a bank’s income and capital. 

Therefore, at the initial stage of risk management implementation, banks must be able to identify risks 

comprehensively, both existing risks and those that may arise in the future. After a thorough identification process, 

banks conduct risk measurement, monitoring, and control. Risk measurement aims to enable banks to calculate 

the value of the risks faced so as to estimate their impact on capital. Operational risk is the risk arising from 

inadequate and/or failed internal processes, human error, system failures, and/or external events that affect 

company operations. Operational risk may originate from human resources, internal processes, systems and 

infrastructure, as well as external events. 

Keywords:Corporate Governance (Good Corporate Governance), Risk Management, Operational Risk, 
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Abstack:Perusahaan berinteraksi dengan berbagai pihak dalam menjalankan usahanya, antara lain dengan 

direksi/manajemen, pemegang saham pengendali dan nonpengendali, pemerintah, karyawan, masyarakat. Sumber 

daya tidak hanya berupa modal finansial yang berasal dari pemegang saham/kreditur, tetapi antara lain juga modal 

intelektual dan keterampilan dari tenaga kerja, modal regulasi, layanan public, infrastruktur dari pemerintah, 

modal sumber daya alam dan modal social dari masyarakat. Tata Kelola perusahaan adalah seperangkat tata 

hubungan (system) antara berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan/organisasi. Dalam pelaksanaan 

GCG di perbankan adalah penting bagi perbankan untuk melakukan pentahapan yang cermat berdasarkan analisis 

atas situasi dan kondisi bank, dan tingkat kesiapannya sehingga penerapan GCG dapat berjalan lancar dan 

mendapat dukungan dari seluruh unsur dalam bank. Pedoman GCG perbankan Indonesia menguraikan bahwa 

pengaturan dan implementasi GCG memerlukan komitmen dari top management dan seluruh jajaran organisasi. 

Pelaksanaannya dimulai dari penetapan kebijakan dasar (strategic policy) dan kode etik yang harus dipatuhi oleh 

semua pihak dalam perusahaan. Dalam dunia perbankan, risiko merupakan kejadian yang memiliki potensi yang 

dapat diperkirakan dan tidak diperkirakan yang dapat memberikan dampak negated pada pendapatan dan 

permodalan bank. Karena itu, pada tahap awal penerapan manajemen risiko, bank harus dapat mengidentifikasi 

risiko secara mendalam, baik yang sudah ada atau yang mungkin akan timbul. Setelah proses identifikasi secara 

menyeluruh, bank melakukan pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Pengukuran bertujuan agar bank 

dapat memperhitungkan nilai risiko yang dihadapi usahanya sehingga dapat memperkirakan dampak terhadap 

permodalan. Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, 

kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional 

perusahaan. Risiko operasional dapat bersumber dari sumberdaya manusia, proses internal, sistem dan 

infrastruktur serta kejadian eksternal. 

Kata Kunci: Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance), Manajemen Risiko, Risiko Operasional, 

Kinerja Operasional, Perbankan, Bank Swasta Nasional 

 

Pendahuluan 

Perusahaan modern tidak lagi dipandang sebagai entitas yang berdiri sendiri, melainkan 

sebagai organisasi yang beroperasi dalam jaringan hubungan yang kompleks dengan berbagai 
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pemangku kepentingan. Dalam menjalankan aktivitas usahanya, perusahaan berinteraksi 

dengan direksi atau manajemen, pemegang saham pengendali maupun nonpengendali, 

pemerintah, karyawan, serta masyarakat luas. Interaksi ini mencerminkan bahwa 

keberlangsungan perusahaan sangat bergantung pada dukungan dan kontribusi berbagai pihak 

tersebut. Perspektif teori perusahaan menegaskan bahwa hubungan antara pemilik dan 

pengelola menimbulkan potensi konflik kepentingan yang harus dikelola melalui mekanisme 

tata kelola yang baik (Jensen & Meckling, 1976). Oleh karena itu, perusahaan perlu 

membangun sistem pengelolaan yang mampu menyeimbangkan kepentingan seluruh 

stakeholder guna menjaga keberlanjutan usaha dan meningkatkan nilai perusahaan (Zahra & 

Pearce, 1989). 

Selain modal finansial yang bersumber dari pemegang saham atau kreditur, perusahaan 

juga bergantung pada berbagai bentuk modal lainnya. Modal intelektual, keterampilan tenaga 

kerja, modal regulasi, layanan publik, infrastruktur pemerintah, sumber daya alam, serta modal 

sosial dari masyarakat merupakan faktor penting yang menentukan kinerja organisasi. 

Pendekatan ini sejalan dengan pandangan enterprise risk management yang menekankan 

pentingnya pengelolaan seluruh sumber daya perusahaan secara terintegrasi untuk 

memaksimalkan nilai (Nocco & Stulz, 2006). Dengan demikian, perusahaan dituntut untuk 

mengelola berbagai jenis modal tersebut secara efektif melalui praktik tata kelola perusahaan 

yang baik agar mampu menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan (Gatzert & 

Martin, 2015). 

Tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance (GCG) merupakan 

seperangkat mekanisme yang mengatur hubungan antara manajemen, dewan direksi, 

pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Implementasi GCG bertujuan untuk 

memastikan bahwa perusahaan dikelola secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, 

independen, dan adil. Keberadaan GCG menjadi semakin penting terutama setelah berbagai 

krisis keuangan global yang menunjukkan lemahnya pengawasan dan pengendalian 

perusahaan (Subramaniam et al., 2009). Penelitian empiris juga menunjukkan bahwa 

perusahaan dengan praktik tata kelola yang baik cenderung memiliki kinerja keuangan dan 

nilai pasar yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan dengan tata kelola yang lemah 

(Yermack, 1996). 

Dalam sektor perbankan, penerapan GCG memiliki urgensi yang lebih tinggi 

dibandingkan sektor lainnya. Hal ini disebabkan oleh karakteristik industri perbankan yang 

sangat bergantung pada kepercayaan publik serta tingkat leverage yang tinggi. Bank mengelola 

dana masyarakat sehingga setiap kelemahan tata kelola berpotensi menimbulkan risiko 

sistemik bagi perekonomian. Oleh karena itu, otoritas perbankan di berbagai negara 

menekankan pentingnya implementasi GCG yang komprehensif sebagai bagian dari penguatan 

stabilitas sistem keuangan (Andres & Vallelado, 2008). Praktik tata kelola yang efektif terbukti 

mampu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan serta memperkuat fungsi pengawasan 

dalam bank (Tandelilin et al., 2007). 

Pelaksanaan GCG di perbankan tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan 

memerlukan tahapan yang sistematis berdasarkan analisis kondisi dan tingkat kesiapan masing-

masing bank. Pendekatan bertahap ini penting agar implementasi GCG dapat berjalan efektif 

dan memperoleh dukungan dari seluruh elemen organisasi. Studi menunjukkan bahwa 

keberhasilan implementasi tata kelola sangat dipengaruhi oleh komitmen manajemen puncak 

serta budaya organisasi yang mendukung (Ismail et al., 2010). Tanpa komitmen tersebut, 
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berbagai kebijakan GCG sering kali hanya bersifat formalitas dan tidak berdampak signifikan 

terhadap kinerja perusahaan (Habbash, 2016). 

Pedoman GCG perbankan Indonesia menekankan bahwa pengaturan dan implementasi 

tata kelola memerlukan komitmen kuat dari top management dan seluruh jajaran organisasi. 

Implementasi biasanya diawali dengan penetapan kebijakan strategis dan kode etik yang harus 

dipatuhi oleh seluruh pihak dalam perusahaan. Kebijakan tersebut menjadi fondasi bagi 

terbentuknya sistem pengendalian internal yang efektif. Literatur menunjukkan bahwa 

keberadaan kode etik dan kebijakan formal mampu memperkuat budaya kepatuhan serta 

mengurangi perilaku oportunistik dalam organisasi (Beasley et al., 2005). Dengan demikian, 

keberhasilan GCG sangat bergantung pada integrasi antara kebijakan formal dan praktik 

operasional sehari-hari. 

Dalam konteks perbankan, penguatan GCG sangat erat kaitannya dengan penerapan 

manajemen risiko. Industri perbankan menghadapi berbagai jenis risiko yang kompleks, mulai 

dari risiko kredit, pasar, likuiditas, hingga risiko operasional. Risiko dipahami sebagai kejadian 

yang memiliki potensi, baik yang dapat diprediksi maupun tidak, yang dapat berdampak negatif 

terhadap pendapatan dan permodalan bank. Oleh karena itu, bank diwajibkan memiliki 

kerangka manajemen risiko yang komprehensif untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan 

operasional (Ellul & Yerramilli, 2013). Integrasi antara tata kelola dan manajemen risiko 

menjadi praktik terbaik dalam industri keuangan modern (Fraser & Simkins, 2010). 

Tahap awal penerapan manajemen risiko adalah identifikasi risiko secara menyeluruh. 

Bank harus mampu mengenali risiko yang sudah ada maupun potensi risiko yang mungkin 

muncul di masa depan. Proses identifikasi yang komprehensif memungkinkan bank 

mengembangkan strategi mitigasi yang tepat. Setelah identifikasi, bank melakukan 

pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko secara berkelanjutan. Pengukuran risiko 

penting agar bank dapat memperkirakan dampak risiko terhadap permodalan serta menentukan 

tingkat toleransi risiko yang sesuai (Liebenberg & Hoyt, 2003). Tanpa proses pengukuran yang 

memadai, manajemen risiko akan bersifat reaktif dan kurang efektif. 

Manajemen risiko yang efektif juga membutuhkan sistem pelaporan dan pengawasan 

yang kuat. Peran komite risiko dan fungsi audit internal menjadi krusial dalam memastikan 

bahwa seluruh proses berjalan sesuai kebijakan. Penelitian menunjukkan bahwa keberadaan 

risk committee yang aktif berkorelasi positif dengan kualitas pengungkapan risiko dan 

stabilitas perusahaan (Al-Hadi et al., 2016). Hal ini menegaskan bahwa struktur tata kelola 

yang kuat merupakan prasyarat utama bagi efektivitas manajemen risiko di sektor perbankan. 

Salah satu jenis risiko yang mendapat perhatian besar dalam industri perbankan adalah 

risiko operasional. Risiko operasional merupakan risiko yang timbul akibat ketidakcukupan 

atau kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, maupun kejadian 

eksternal yang memengaruhi operasional perusahaan. Berbeda dengan risiko kredit atau pasar 

yang relatif lebih mudah diukur, risiko operasional sering kali bersifat kompleks dan 

multidimensional. Kompleksitas ini menjadikan pengelolaan risiko operasional sebagai 

tantangan tersendiri bagi bank (Chapelle, 2019). 

Risiko operasional dapat bersumber dari berbagai faktor, termasuk sumber daya 

manusia, proses internal, sistem dan infrastruktur teknologi, serta faktor eksternal. Kelemahan 

dalam salah satu aspek tersebut dapat memicu kerugian finansial maupun reputasi bagi bank. 

Penelitian empiris menunjukkan bahwa kegagalan pengendalian internal sering menjadi 

penyebab utama terjadinya kerugian operasional di sektor keuangan (Chen et al., 2017). Oleh 
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karena itu, bank perlu mengembangkan kerangka pengendalian internal yang kuat sebagai 

bagian dari manajemen risiko operasional. 

Dari perspektif sumber daya manusia, risiko operasional sering muncul akibat 

kesalahan manusia (human error), kurangnya kompetensi, atau bahkan tindakan fraud. 

Tingginya perputaran karyawan, lemahnya pelatihan, serta praktik manajerial yang buruk dapat 

meningkatkan eksposur risiko bank. Studi menunjukkan bahwa kualitas tata kelola dan budaya 

organisasi berperan penting dalam menekan risiko yang bersumber dari faktor manusia 

(Bromiley et al., 2015). Dengan demikian, penguatan kapasitas SDM menjadi bagian integral 

dari strategi manajemen risiko. 

Dari sisi proses internal, risiko operasional dapat muncul akibat prosedur yang tidak 

memadai, dokumentasi yang lemah, maupun pengawasan yang kurang efektif. Proses bisnis 

yang terlalu kompleks juga meningkatkan peluang terjadinya kesalahan operasional. 

Implementasi standard operating procedures (SOP) yang jelas dan konsisten terbukti mampu 

menurunkan frekuensi kejadian risiko operasional (Meulbroek, 2002). Oleh karena itu, bank 

perlu melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas proses internalnya. 

Perkembangan teknologi informasi juga membawa implikasi terhadap profil risiko 

operasional perbankan. Digitalisasi layanan perbankan meningkatkan efisiensi namun 

sekaligus membuka potensi risiko baru seperti kegagalan sistem, serangan siber, dan kesalahan 

pemrograman. Ketergantungan yang tinggi terhadap sistem teknologi menuntut bank untuk 

memperkuat manajemen risiko TI dan keamanan informasi. Penelitian menunjukkan bahwa 

penguatan kontrol internal berbasis teknologi mampu menurunkan tingkat risiko operasional 

secara signifikan (Chen et al., 2017). Dengan demikian, investasi pada infrastruktur teknologi 

yang andal menjadi kebutuhan strategis. 

Selain faktor internal, risiko operasional juga dapat berasal dari lingkungan eksternal 

seperti bencana alam, gangguan listrik, perubahan regulasi, maupun kondisi sosial politik. 

Risiko eksternal sering kali sulit diprediksi namun memiliki dampak yang besar terhadap 

operasional bank. Oleh karena itu, bank perlu memiliki business continuity management 

(BCM) dan rencana mitigasi krisis yang komprehensif. Praktik manajemen risiko modern 

menekankan pentingnya pendekatan proaktif dalam menghadapi ketidakpastian eksternal 

(Lam, 2014). 

Integrasi antara penerapan GCG dan manajemen risiko operasional diyakini mampu 

meningkatkan kinerja operasional bank. Tata kelola yang baik menciptakan mekanisme 

pengawasan yang efektif, sementara manajemen risiko memastikan bahwa potensi kerugian 

dapat dikendalikan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan 

enterprise risk management secara terintegrasi memiliki kinerja yang lebih stabil dan nilai 

perusahaan yang lebih tinggi (Hoyt & Liebenberg, 2011). Dalam konteks perbankan, integrasi 

ini menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan nasabah dan stabilitas keuangan. 

Kinerja operasional kantor cabang bank merupakan indikator penting untuk menilai 

efektivitas implementasi GCG dan manajemen risiko. Pengukuran kinerja biasanya mencakup 

aspek keuangan, kualitas layanan, serta perbaikan berkelanjutan. Pendekatan pengukuran yang 

komprehensif memungkinkan manajemen mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. 

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa praktik tata kelola yang kuat berkontribusi positif 

terhadap kinerja perbankan (Karyani & Darmawan, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa GCG 

bukan hanya kewajiban regulasi, tetapi juga instrumen strategis untuk meningkatkan kinerja. 

Meskipun penting, implementasi GCG dan manajemen risiko di tingkat kantor cabang 

masih menghadapi berbagai tantangan. Perbedaan budaya organisasi, keterbatasan sumber 
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daya, serta resistensi terhadap perubahan sering menjadi hambatan. Beberapa studi 

menemukan bahwa kesenjangan antara kebijakan formal dan praktik di lapangan masih cukup 

besar di sektor perbankan berkembang (Safiullah & Shamsuddin, 2019). Kondisi ini 

menunjukkan perlunya evaluasi empiris terhadap efektivitas implementasi GCG pada level 

operasional. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai implementasi GCG dalam 

manajemen risiko operasional serta dampaknya terhadap kinerja operasional kantor cabang 

menjadi sangat relevan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai 

sejauh mana integrasi tata kelola dan manajemen risiko mampu meningkatkan kinerja bank. 

Selain itu, hasil penelitian juga diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi manajemen 

perbankan dalam merumuskan strategi penguatan tata kelola dan mitigasi risiko secara lebih 

efektif. 

 

Kajian Teori 

Good Corporate Governance (GCG) 

Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu sistem pengendalian internal 

perusahaan yang bertujuan utama mengelola risiko signifikan guna mencapai tujuan bisnis 

melalui pengamanan aset perusahaan serta peningkatan nilai investasi pemegang saham dalam 

jangka panjang. Konsep ini menempatkan tata kelola sebagai mekanisme penting untuk 

meminimalkan konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik serta memastikan 

pengambilan keputusan yang lebih transparan dan akuntabel (Jensen & Meckling, 1976; 

Subramaniam et al., 2009). Selain itu, penerapan GCG terbukti berkontribusi pada peningkatan 

nilai perusahaan dan kepercayaan pemangku kepentingan apabila dilaksanakan secara 

konsisten dan terintegrasi (Yermack, 1996; Gatzert & Martin, 2015). 

Dalam praktiknya, konsep GCG juga mencerminkan nilai berbagi (sharing), kepedulian 

(caring), dan pelestarian budaya organisasi yang telah ada. Nilai-nilai tersebut menekankan 

bahwa tata kelola bukan hanya seperangkat aturan formal, tetapi juga budaya organisasi yang 

harus diinternalisasi oleh seluruh unsur perusahaan. Pada sektor perbankan, otoritas melalui 

Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP menegaskan bahwa implementasi GCG harus 

dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan untuk memperkuat stabilitas sistem 

perbankan. Literatur menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi GCG sangat dipengaruhi 

oleh komitmen manajemen puncak serta integrasi kebijakan dengan praktik operasional sehari-

hari (Ismail et al., 2010; Habbash, 2016). 

Pelaksanaan GCG pada industri perbankan harus berlandaskan lima prinsip dasar. 

Prinsip transparansi menekankan keterbukaan dalam penyampaian informasi material dan 

relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Transparansi yang memadai 

terbukti mampu mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan kepercayaan investor serta 

nasabah terhadap bank (Beasley et al., 2005; Andres & Vallelado, 2008). Dengan demikian, 

transparansi menjadi fondasi utama dalam membangun reputasi dan kredibilitas lembaga 

perbankan. 

Prinsip kedua adalah akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban 

organ bank sehingga pengelolaan organisasi berjalan efektif. Akuntabilitas menuntut adanya 

struktur organisasi yang jelas, sistem pengendalian internal yang kuat, serta mekanisme 

evaluasi kinerja yang terukur. Penelitian menunjukkan bahwa bank dengan tingkat 

akuntabilitas yang tinggi cenderung memiliki kinerja operasional yang lebih baik dan risiko 

yang lebih terkendali (Tandelilin et al., 2007; Ellul & Yerramilli, 2013). 
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Prinsip ketiga adalah pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian 

pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip kehati-hatian 

perbankan. Kepatuhan terhadap regulasi merupakan aspek krusial karena industri perbankan 

beroperasi dalam lingkungan yang highly regulated. Penerapan prinsip ini membantu bank 

menghindari sanksi hukum serta menjaga keberlanjutan usaha dalam jangka panjang (Habbash, 

2016; Fraser & Simkins, 2010). 

Prinsip keempat adalah independensi, yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa 

pengaruh atau tekanan dari pihak mana pun. Independensi memastikan bahwa proses 

pengambilan keputusan bebas dari konflik kepentingan, baik yang berasal dari internal maupun 

eksternal organisasi. Studi empiris menunjukkan bahwa dewan yang independen mampu 

meningkatkan efektivitas pengawasan dan kualitas keputusan strategis perusahaan (Zahra & 

Pearce, 1989; Andres & Vallelado, 2008). 

Prinsip kelima adalah kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam 

memenuhi hak-hak seluruh pemangku kepentingan. Prinsip ini menekankan perlakuan yang 

adil terhadap pemegang saham minoritas, nasabah, karyawan, maupun pihak lainnya. 

Implementasi fairness yang baik terbukti memperkuat legitimasi perusahaan di mata publik 

dan meningkatkan loyalitas stakeholder (Gatzert & Martin, 2015; Hoyt & Liebenberg, 2011). 

Manajemen Risiko Operasional 

Risiko operasional merupakan risiko yang timbul akibat ketidakcukupan atau 

kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau kejadian eksternal 

yang memengaruhi proses operasional perusahaan. Dalam industri perbankan modern, risiko 

operasional menjadi salah satu risiko utama karena meningkatnya kompleksitas produk, 

digitalisasi layanan, dan ketergantungan pada teknologi informasi (Chapelle, 2019; Chen et al., 

2017). Oleh karena itu, bank dituntut memiliki kerangka manajemen risiko operasional yang 

komprehensif dan terintegrasi dengan sistem tata kelola. 

Sumber risiko operasional dapat berasal dari sumber daya manusia, proses internal, 

sistem dan infrastruktur teknologi, serta faktor eksternal. Kemunculan berbagai kejadian risiko 

operasional sering digunakan sebagai indikator keberhasilan atau kegagalan manajemen risiko 

dalam suatu organisasi. Kerangka enterprise risk management menekankan bahwa identifikasi 

sumber risiko secara menyeluruh merupakan langkah awal yang krusial dalam proses mitigasi 

(Liebenberg & Hoyt, 2003; Bromiley et al., 2015). 

Jenis kejadian risiko operasional meliputi kecurangan internal, kecurangan eksternal, 

praktik ketenagakerjaan, keselamatan kerja, risiko nasabah dan produk, kerusakan aset fisik, 

gangguan aktivitas bisnis dan kegagalan sistem, serta kesalahan proses dan eksekusi termasuk 

pencucian uang dan pendanaan terorisme. Kompleksitas kategori ini menunjukkan bahwa 

risiko operasional bersifat multidimensional dan memerlukan pendekatan pengelolaan yang 

sistematis. Penelitian menunjukkan bahwa kelemahan pengendalian internal merupakan 

penyebab dominan terjadinya kerugian operasional di sektor keuangan (Chen et al., 2017; 

Meulbroek, 2002). 

Tujuan utama manajemen risiko operasional adalah meminimalkan kemungkinan dan 

dampak kerugian akibat kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem 

informasi, maupun kejadian eksternal. Implementasi manajemen risiko yang efektif dapat 

meningkatkan stabilitas operasional serta melindungi reputasi bank. Studi empiris 

membuktikan bahwa bank dengan sistem manajemen risiko yang kuat memiliki profil risiko 

yang lebih rendah dan kinerja yang lebih stabil (Ellul & Yerramilli, 2013; Fraser & Simkins, 

2010). 
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Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan risiko operasional adalah 

mengidentifikasi batas antara risiko operasional dengan jenis risiko lain seperti risiko kredit 

atau risiko pasar. Fenomena ini dikenal sebagai boundary event karena satu kejadian dapat 

memiliki karakteristik lintas risiko. Kompleksitas tersebut menuntut bank memiliki metodologi 

klasifikasi risiko yang jelas serta sistem pelaporan yang terintegrasi (Chapelle, 2019; Nocco & 

Stulz, 2006). 

a. Risiko Proses Internal 

Risiko proses internal berkaitan dengan kegagalan prosedur dan proses bisnis bank. 

Dalam aktivitas operasional harian, pegawai harus bekerja sesuai kebijakan dan prosedur yang 

berlaku, termasuk mekanisme checks and controls. Kelemahan dokumentasi, pengawasan yang 

tidak memadai, kesalahan pemasaran, maupun laporan yang tidak akurat dapat memicu 

kerugian operasional. Penelitian menunjukkan bahwa simplifikasi proses dan penguatan SOP 

mampu menurunkan frekuensi kesalahan operasional secara signifikan (Meulbroek, 2002; 

Subramaniam et al., 2009). 

b. Risiko SDM (People Risk) 

Risiko SDM berkaitan langsung dengan perilaku dan kompetensi pegawai bank, baik 

yang disengaja maupun tidak disengaja. Faktor seperti tingginya turnover, kurangnya 

pelatihan, fraud internal, konflik tenaga kerja, serta praktik manajerial yang buruk dapat 

meningkatkan eksposur risiko. Literatur enterprise risk management menegaskan bahwa 

kualitas sumber daya manusia merupakan determinan penting keberhasilan pengelolaan risiko 

(Bromiley et al., 2015; Hoyt & Liebenberg, 2011). 

c. System Risk 

System risk merupakan risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi dan sistem 

informasi. Risiko ini meliputi kerusakan data, kesalahan input, lemahnya pengawasan 

perubahan sistem, gangguan layanan, hingga ancaman keamanan siber. Seiring digitalisasi 

perbankan, eksposur terhadap risiko TI semakin meningkat sehingga bank perlu memperkuat 

kontrol teknologi dan keamanan informasi. Bukti empiris menunjukkan bahwa penguatan 

internal control berbasis TI mampu menekan kerugian operasional (Chen et al., 2017; Lam, 

2014). 

d. Risiko Eksternal 

Risiko eksternal berasal dari kejadian di luar kendali langsung bank, seperti bencana 

alam, kebakaran, gangguan listrik, perubahan regulasi, maupun instabilitas sosial politik. 

Risiko ini sering berdampak besar meskipun frekuensinya relatif rendah. Oleh karena itu, bank 

perlu memiliki business continuity management (BCM) dan rencana kontinjensi yang 

memadai. Pendekatan manajemen risiko modern menekankan pentingnya kesiapsiagaan 

organisasi terhadap ketidakpastian lingkungan eksternal (Fraser & Simkins, 2010; Gatzert & 

Martin, 2015). 

e. Legal Risk 

Legal risk berkaitan dengan ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan kerugian 

operasional bagi bank. Perubahan regulasi, kelemahan kontrak, maupun ketidakpatuhan 

terhadap ketentuan hukum dapat memicu risiko ini. Kepatuhan hukum merupakan bagian 

integral dari GCG karena berkaitan langsung dengan prinsip responsibility. Penelitian 

menunjukkan bahwa penguatan fungsi kepatuhan mampu menurunkan eksposur risiko hukum 

pada lembaga keuangan (Habbash, 2016; Ellul & Yerramilli, 2013). 

Kinerja Operasional Kantor Cabang 

Kinerja operasional merupakan hasil terpadu dari berbagai aktivitas operasional cabang 

yang dijalankan dalam periode tertentu. Pengukuran kinerja menjadi alat penting bagi 

manajemen untuk mengevaluasi efektivitas strategi, efisiensi proses, serta kualitas layanan 

kepada nasabah. Literatur menunjukkan bahwa praktik tata kelola dan manajemen risiko yang 
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baik berkontribusi positif terhadap peningkatan kinerja perbankan (Karyani & Darmawan, 

2020; Tandelilin et al., 2007). 

PKKC (Penilaian Kinerja Kantor Cabang) digunakan sebagai indikator komprehensif 

dengan skor maksimal 1000 yang mencerminkan aspek keuangan, lingkungan, dan sosial. 

Pendekatan pengukuran yang multidimensi ini sejalan dengan konsep balanced performance 

measurement yang menekankan evaluasi kinerja secara holistik. Implementasi sistem penilaian 

yang terstruktur membantu manajemen mengidentifikasi area perbaikan secara lebih akurat 

(Hoyt & Liebenberg, 2011; Fraser & Simkins, 2010). 

CASA (Current Account Saving Account) merupakan indikator yang menunjukkan 

pertumbuhan transaksi dan dana pihak ketiga di kantor cabang. Tingginya CASA 

mencerminkan tingkat kepercayaan nasabah serta efektivitas strategi penghimpunan dana 

bank. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kualitas tata kelola dan manajemen risiko 

yang baik dapat meningkatkan kepercayaan nasabah dan berdampak positif terhadap 

pertumbuhan dana (Andres & Vallelado, 2008; Ellul & Yerramilli, 2013). 

BSQ (Banking Service Quality) digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan kepada 

nasabah, sering kali melalui survei pihak ketiga seperti Gallup. Kualitas layanan merupakan 

faktor kunci dalam mempertahankan loyalitas nasabah di industri perbankan yang kompetitif. 

Studi menunjukkan bahwa peningkatan kualitas layanan berkontribusi langsung terhadap 

kinerja operasional cabang (Karyani & Darmawan, 2020; Gatzert & Martin, 2015). 

Kaizen, yang berarti perbaikan berkelanjutan, merupakan indikator yang menekankan 

budaya continuous improvement dalam operasional cabang. Penerapan prinsip kaizen 

mendorong efisiensi proses, inovasi layanan, serta peningkatan produktivitas karyawan. 

Pendekatan perbaikan berkelanjutan terbukti mendukung keberhasilan implementasi 

manajemen risiko dan tata kelola dalam jangka panjang (Bromiley et al., 2015; Lam, 2014). 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berbentuk analisis deskriptif 

dan asosiatif. Yaitu dengan cara mengumpulkan informasi di lokasi penelitian, wawancara, 

pengamatan, penyebaran kuesioner (jika memungkinkan), melakukan survey dan melakukan 

studi literatur.  

Penelitian berbentuk deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui 

nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih tanpa membuat perbandingan atau 

menghubungkan dengan variable yang lain. (Sugiyono, 2008;5). Sedangkan penelitian 

berbentuk asosiasif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua 

variable atau lebih (Sugiyono, 2008;5). 

 

Analisis dan Pembahasan 

1. Pengimplementasian GCG dalam Manajemen Risiko Operasional 

Bank Indonesia (BI) pada tanggal 30 Januari 2006, yang lalu telah mengeluarkan 

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank 

Umum. Upaya BI dengan mengeluarkan tentang Peraturan Pelaksanaan GCG tersebut sudah 

tepat, meskipun agak terlambat. Pihak kementrian BUMN telah mengeluarkan lebih dulu 

ketentuan tentang penerapan praktik GCG pada BUMN sejak tahun 2002. 

  Tujuan dikeluarkannya PBI tersebut adalah untuk memperkuat kondisi internal 

perbankan nasional dalam menghadapi risiko yang semakin kompleks, berupaya melindungi 

kepentingan para stakeholders, serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industry perbankan.  

  Pokok-pokok pelaksanaan GCG diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan 

tanggungjawab dewan direksi , kelengkapan dan tugas-tugas komite satuan kerja yang 
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menjalankan fungsi pengendalian internal bank, penerapan fungsi kepatuhan auditor internal 

dan eksternal, penerapan manajemen risiko, serta transparansi kondisi keuangan. 

Pelaksanaan GCG pada perusahaan harus berlandaskan pada lima prinsip dasar, yaitu 

keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran. Hasil 

pengamatan dan observasi yang dilakukan di kantor cabang x memperlihatkan data berikut :  

Prinsip Pengamatan 
Hasil 

skala 

Keterbukaan 

Pimpinan dan kepala bagian belum sepenuhnya terbuka dalam 

pengambilan keputusan. 

5 

Informasi dan prosedur serta kebijakan organisasi diterbitkan 

secara tertulis dan di publikasikan dalam kantor cabang 

4 

Akuntabilitas 

Pimpinan, kepala bagian, hingga staff mengetahui visi, misi, 

tujuan dan target-target operasional cabang 

3 

Pimpinan dan karyawan memahami masing-masing tugas dan 

tanggungjawabnya. 

5 

Pertanggung-

jawaban 

Pimpinan dan karyawan memahami peraturan kantor cabang 4 

Pimpinan dan karyawan menerapkan system tata nilai dan 

budaya kantor cabang 

4 

Proses pengambilan keputusan menggunakan system dan 

prosedur yang telah diterapkan 

3 

 

Pimpinan dan karyawan bekerja sesuai standar operasional dan 

SOP yang berlaku 

5 

Setiap unit organisasi berusaha menghindari kerugian bagi 

kantor cabang 

5 

Indepedensi 

Pimpinan dan karyawan menghindari konflik dari pengaruh 

serta tekanan luar 

5 

Pimpinan dan karyawan melaksanakan fungsi tugas internal 

dengan tidak melibatkan pihak luar 

5 

Kewajaran 

Perlakuan, hubungan kerja, dan pembinaan karyawan 

dilakukan dengan memperlihatkan hak dan kewajiban secara 

adil 

4 

Perlakuan yang adil kepada seluruh nasabah  1 

 

Data hasil pengamatan menggunakan skala ordinal likert 1-5 dengan 1= sangat tidak setuju, 

2= tidak setuju, 3=netral, 4= setuju, dan 5=sangat setuju. 

2. Manajemen Risiko Operasional 

Manajemen risiko operasional diklasifikasikan menjadi dua factor, yaitu frekuensi dan 

dampak. Pengelompokkan kejadian risiko operasional yang bergantung pada seberapa sering 

kejadian terjadi dan seberapa besar dampaknya pada lima kategori utama sebagai berikut : 

Sumber Risiko Pengamatan 

Hasil sebelum 

implementasi 

GCG 

Hasil sesudah 

implementasi 

GCG 

Internal 

Kelalaian marketing 4 2 

Pengendalian tidak memadai 3 2 

Kesalahan pemasaran produk 4 2 

Pencucian uang 3 1 

Kesalahan transaksi 5 3 
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Dokumentasi tidak memadai/tidak 

lengkap 

3 2 

SDM 

Ketergantungan dengan karyawan lain 3 2 

Kecurangan internal (SOP) 3 1 

Pelatihan karyawan yang minim 3 1 

Tingginya tingkat perputaran karyawan 5 5 

Sengeketa antar karyawan 5 5 

Praktik manajerial yang buruk 5 3 

Sistem 

informasi & 

Teknologi 

Kesalahan input data 4 3 

Kesalahan pemrograman 3 1 

Program keamanan system dan teknologi 1 1 

Hukum 

Penyalahgunaan database 4 2 

Kurangnya ilmu hukum dalam praktik 

kerja 

5 2 

Eksternal 

Bencana alam 2 1 

Kebakaran 2 1 

Terorisme 2 1 

Pemadaman listrik 3 1 

Skala likert : 1-5, dengan 1=rendah, 2=sedang rendah, 3=sedang, 4=sedang tinggi, 5=tinggi 

Berdasarkan hasil pengamatan data diatas, sumber-sumber risiko operasional dalam 

setiap indicator cenderung tinggi. Dalam sumber risiko SDM dan hukum terdapat nilai yang 

muncul dalam skala likert yaitu 5. Untuk meminimalisirkan risiko yang terjadi maka dilakukan 

mitigasi dari setiap sumber-sumber risiko operasional dan indikatornya. 

Penerapan manajemen risiko operasional dan GCG memperlihatkan perilaku karyawan 

yang lebih memadai serta lebih kompeten dibidangnya masing-masing dengan tetap menjaga 

etika kerja. Penerapan ini tentu saja diawasi oleh Kepala Operasional Cabang, Pimpinan, serta 

manajemen audit internal sebagai pengawas. Setelah diimplementasikannya GCG dalam 

manajemen risiko operasional ini, diharapkan dapat juga meningkatkan nilai kinerja kantor 

cabang. Oleh karena itu, unit cabang melakukan beberapa kebijakan, prosedur, dan penerapan 

limit sebagai berikut : 

A. Strategi manajemen risiko, strategi ini mengacu pada hasil pengimplementasian tersebut 

dengan strategi bisnis secara keseluruhan dan disusun dengan mempertimbangkan 

factor perkembangan ekonomi dan industry organisasi bank, termasuk kecukupan SDM 

dan kondisi keuangan bank. 

B. Tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko, adalah jenis risiko yang bersedia 

diambil oleh kantor cabang dalam rangka mencapai sasaran korporasi sebagaimana 

tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis bank. 

C. Kebijakan dan prosedur, memberlakukan prosedur-prosedur turunan dari kebijakan 

manajemen risiko operasional berupa : 

• Pengendalian Umum, pengendalian yang bersifat umum pada seluruh kegiatan 

operasional kantor cabang dan aktivitas pendukung lainnya seperti : pemisahan 

fungsi keharusan mengambil cuti 

• Pengendalian spesifik,  

• Kantor cabang harus memiliki BCM (business continuity management) yang 

terpadu dan menyeluruh untuk memastikan kelangsungan operasional dalam 

menjalankan bisnis dan melayani nasabah. 

D. Limit, kantor cabang harus menentukan limit risiko operasional sesuai dengan tingkat 

risiko yang akan diambil, toleransi risiko, dan strategi korporasi keseluruhan. 
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3. Penilaian Kinerja Kantor Cabang 

 Penilaian kinerja kantor cabang adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap 

berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada dalam kantor cabang. Hasil pengukuran ini 

digunakan sebagai umpan balik dalam bentuk tindakan yang efektif dan efisien dan akan 

memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik dimana kantor 

cabang memerlukan penyesuaian-penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian. 

Pengukuran Pengamatan 

Hasil sebelum 

implementasi 

GCG 

Hasil sesudah 

implementasi 

GCG 

PKKC Penghimpunan dana (CASA) 800 803 

 Kepuasan nasabah (BSQ) 100 99 

 Perbaikan (Kaizen) 90 98 

Data sebelum : diambil tahun 2022, total PKKC=990 

Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, data PKKC di tahun 2022 sebelum dilakukan 

implementasi GCG dengan manajemen risiko operasional mendapat angka 990. Setelah 

dilakukan implementasi mencapai angka 1000. Ini membuktikan bahwa implementasi GCG 

dengan manajemen risiko dapat meningkatkan kinerja operasional kantor cabang. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengamatan, penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada 

kantor cabang menunjukkan tingkat implementasi yang relatif tinggi terhadap prinsip-prinsip 

dasar tata kelola, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan 

kewajaran. Tingginya nilai pengamatan ini mengindikasikan bahwa struktur tata kelola, 

kebijakan internal, serta mekanisme pengawasan telah berjalan secara cukup efektif dalam 

mendukung aktivitas operasional cabang. Implementasi GCG yang konsisten tidak hanya 

berfungsi sebagai pemenuhan aspek kepatuhan regulasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis 

dalam memperkuat sistem pengendalian internal dan budaya organisasi yang berorientasi pada 

risiko. Integrasi GCG dengan manajemen risiko operasional terbukti menjadi penghubung 

penting dalam memastikan bahwa setiap potensi risiko yang muncul dari proses internal, 

sumber daya manusia, sistem teknologi, maupun faktor eksternal dapat diidentifikasi, diukur, 

dipantau, dan dikendalikan secara sistematis. Dengan demikian, penerapan GCG yang kuat 

memberikan fondasi yang kokoh bagi efektivitas manajemen risiko operasional di tingkat 

kantor cabang. 

Lebih lanjut, hasil observasi pada berbagai divisi manajemen di kantor cabang X 

menunjukkan adanya hubungan atau korelasi positif antara kualitas penerapan GCG, 

efektivitas implementasi manajemen risiko operasional, dan peningkatan kinerja operasional 

cabang. Temuan ini menegaskan bahwa semakin baik tata kelola dan pengelolaan risiko yang 

diterapkan, semakin optimal pula capaian kinerja yang dihasilkan, baik dari aspek 

penghimpunan dana (CASA), kualitas layanan (BSQ), penilaian kinerja cabang (PKKC), 

maupun perbaikan berkelanjutan (Kaizen). Sinergi antara tata kelola dan manajemen risiko 

menciptakan proses bisnis yang lebih terkendali, efisien, serta responsif terhadap potensi 

gangguan operasional. Selain itu, pengawasan berlapis dari pimpinan cabang, unit operasional, 

dan fungsi audit internal turut memperkuat efektivitas implementasi kebijakan di lapangan. 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penguatan GCG yang terintegrasi dengan 

manajemen risiko operasional merupakan faktor kunci dalam mendorong peningkatan kinerja 

operasional kantor cabang secara berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kepercayaan nasabah 

dan daya saing perbankan di tengah lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan dinamis. 
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